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ABSTRAK 

  

Tesis ini membahas tentang sejarah sosial batas minimal usia perkawinan 

di Indonesia. Hukum Islam tidak menentukan kemampuan bagi seseorang yang 

akan melaksanakan sebuah perkawian, yang ada hanya ketentuan akil baligh bagi 

pria dan wanita yang sudah menstruasi. Hingga akhirnya muncul sebuah ketetuan 

batas usia minimal yang dimuat dalam sebuah perundang-undangan Indonesia 

yaitu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

yang mensyaratkan bagi calon mempelai yang akan melangsukan perkawinan, 

yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan.muncul sebuah upaya 

hukum untuk pembaharuan hukum keluarga khususnya dalam ketentuan batas 

usia perkawinan. Dari dibentuknya Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender 

yang diketuai oleh Musdah Mulia untuk melakukan pembaharuan hukum 

keluarga. dirancangnya RUU HMPA oleh Kementerian Agama pada 2010 yang 

bermaksud untuk menaikkan status Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi undang-undang, hingga adanya 

upaya hukum uji materi di MK terhadap ketentuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan. 

Dari upaya-upaya hukum yang dilakukan dan belum berhasil tersebut, penyusun 

melihat bahwa permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam 

dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial. Dengan pendekatan sejarah 

sosial, maka akan terungkap proses perubahan dan penyebab perubahan yang 

terjadi pada batas usia perkawinan dan prospek kedepannya. 

 

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba mengkaji dengan menggunakan 

penelitian pustaka (library research). Bahan primer dari penelitian ini berasal dari 

pustaka seperti buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, kitab dan karya ilmiah yang 

terkait dengan permasalahan di atas. Pendekatan yang penyusun pakai dalam 

penelitian ini adalah pendekatan sejarah sosial. 

 

Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun, telah terjadi perdebatan 

terhadap ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia. Bagi kalangan yamg 

kontra lebih berpedoman pada ketentuan bahwa hukum Islam tidak mengatur 

sama sekali batas usia perkawinan menjadi sebuah syarat mutlak seseorang utuk 

dapat melangsungkan sebuah perkawinan. Sedangkan bagi kalangan yang 

mendukung adanya sebuah ketentuan pembaharuan batas usia perkawinan, ini 

didasari oleh sebuah perubahan sosial masyarakat yang dari waktu ke waktu 

berubah. Selain itu, faktor persamaaan hak antara laki-laki dan perempuan juga 

menjadi slah satu faktor. Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah 

menjadi faktor utama perlunya dilakukan sebuah pembaharuan ketentuan batas 

usia perkawinan. Oleh karenanya perlu dukungan semua elemen baik masyarakat, 

ulama maupun pemerintah untuk dapat membuat sebuah regulasi yang 

memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi semua kalangan. 



 

xi 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 05936/U/1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama  

 ا
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 

 
Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Ha’ 

Kha’ 

Dal 

Zal 

Ra’ 

Za’ 

Sin 

Syin 

 

 
Tidak dilambangkan 

b 

t 

 

ṡ 

j 

ḥ 

 

kh 

d 

 

ż 

r 

z 

s 

sy 

 

 
tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik diatas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 



 

xi 

 

 ص
 ض

 

 ط
 ظ
 ع
 غ
 ف
 ق
 ك
 ل
 م
 ن
 و
 ه
 ء
 ي

Sad 

Dad 

Ta’ 

Za 

‘ain 

gain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

waw 

ha’ 

hamzah 

ya 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

‘l 

‘m 

‘n 

w 

h 

’ 

Y 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap   

 

دّدةـمتع  

عـدّة    

 

ditulis 

ditulis 

 

Muta’addidah 

‘iddah 

 

III. Ta’marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 



 

xi 

 

 

 حكمة

 جسية

 

ditulis 
 

ditulis 

 

hikmah 
 

jizyah 

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h 

 

 

 كرامةالاوليبء

 

Ditulis 

           

Karāmah al-auliya’ 

 

 

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

 

 

 الفطر زكبة

 

Ditulis 

           

zakātul fiṭri 

 

 

IV. Vokal Pendek 

 

__  َ__ 

__  َ__ 

ُ____ 

 

 

fathah 

kasrah 

dammah 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

a 

i 

u 

 

 

V. Vokal Panjang 



 

xi 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 Fathah + alif                          ةجاهلي
 

 Fathah +  ya’ mati                   تنسى
 

 Kasrah + ya’ mati                    كريم
 

Dammah + wawu mati      فروض 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

                      
ā   jāhiliyyah 

 
ā  tansā 

 
ī  karīm 

 
ū   furūḍ 

 

VI. Vokal Rangkap 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

Fathah + ya mati 

 بينكم

 

Fathah + wawu mati 

 قول

 

ditulis 

ditulis 

 

ditulis 

ditulis 

 
ai 

bainakum 

 

au 

qaul 

 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 

 

 أأوتم

 دّ تـأع

 لئه شكرتم

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a’antum 

‘u’iddat 

la’in syakartum 

 

 

VIII. Kata sandang Alif + Lam 

a.  Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el) 

 

 القرا ن

 شالقيب 

Ditulis 

Ditulis 

 

Al-Qur’ān 

                       

Al-Qiyās 



 

xi 

 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 
 

 السمبء

 الشمص

 

ditulis 

ditulis 

                        

as-Samā’ 

 

Asy-Syams 

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 ذوي الفروض

 أهل السىة

 

ditulis 

 

ditulis 

 

Zawi al-furūḍ 

 

Ahl as-Sunnah 

 

 

 

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 



xii 

 

MOTTO 

 
 

 

Majulah DENGAN TIDAK menyingkirkan orang lain 

Naik SETINGGI TINGGINYA DENGAN TIDAK menjatuhkan 

orang lain 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Perkawinan secara khusus ditetapkan oleh Allah SWT. sebagai jalan 

untuk halalnya berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh). 

Dengan melalui pernikahan, manusia akan mempunyai keturunan yang lahir 

dan dibesarkan dalam pengayoman ibu dan ayah sebagai orang tua.
1
 

Keturunan merupakan media orang tua untuk meneruskan generasinya.
2
  

  Islam tidak secara tegas mengatur mengenai batas usia perkawinan. 

Islam hanya mengatur masalah batas usia perkawinan dari segi baligh. Oleh 

karena itu perlunya tafsir kontekstual dan progresif terhadap batas usia 

perkawinan dengan terlebih dahulu mengubah makna baligh dari biologis ke 

sosial. Kedewasaan biologis harus senada dengan kedewasaan sosial yang 

merupakan konstruksi sosialnya („aqil). 

Hukum Islam tidak menentukan kemampuan bagi seseorang yang 

akan melaksanakan sebuah perkawian. Yang ada hanya ketentuan akil baligh 

bagi pria dan wanita yang dikenal dengan istilah Alaamatul Buluugh, yaitu 

                                                           
1
 Zakaria Ahmad al-Barry, Hukum Anak-anak dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 9-

10. 

2
 Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Pernikahan di 

Indonesia, (Jakarta: AIRLANGGA University Press, 1986), 28-29. 



2 

 

 
 

bagi wanita didasarkan pada menstruasi haid, sedangkan laki-laki mengalami 

mimpi basah (coitus).
3
 

  Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan 

maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi 

kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan 

bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap 

dan mampu. 

 Firman Allah dalam QS An Nuur:32 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara 

kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-

hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba 

sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah 

akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan 

Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32) 

 

  Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak 

kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah 

tangga.
4
 Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi 

orang yang dianggap baligh. 

Ulama Syafi'iyyah menyatakan bahwa :    

 Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah 

menginjak usia 15 tahun. 

 

Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun 

bagi anak perempuan. 

                                                           
3
 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam ( Bandung, Pustaka Setia, 2000), 142. 

4
 M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Vol. IX. (Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV), 335 
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  Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat 

(miitsaqan ghalizan) yang  menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya 

untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan. 

 Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup 

hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum 

(taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan 

pemahaman. Maksudnya seseorang baru  bisa dibebani hukum apabila ia 

berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan 

kepadanya.
5
 

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan telah 

menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki  yang belum mencapai umur delapan 

belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas 

tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. 

 Sedangan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata pasal 

330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, 

berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu 

                                                           
5
 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung : Pustaka Setia), 1999, 334 dan 336 
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yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka 

dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. 

 Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur 

perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan.   Salah satu 

prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon 

mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. 

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

syarat perkawinan diwujudkan dalam Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: 

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang 

belum mencapai usia umur 21 tahun harus 

mendapatkan izin dari kedua orang tua”. 

 

Dalam Pasal 7 ayat 1 juga diterangkan bahwa perkawinan hanya 

diizinkan kepada pihak laki-laki yang sudah mencapai umur 19 tahun dan 

pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 tahun. Bila dilihat bahwa dalam 

pasal tersebut mengaharuskan adanya batasan usia yang harus dipenuhi oleh 

seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. 

 Lahirnya UU Perkawinan di tahun 1974 tentunya tidak lepas dari 

dinamika sejarah di mana ia dibuat. Konfigurasi politik dan dinamika sosial 

memegang peranan penting sebagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya 
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UU tersebut. Begitu pun dengan penetapan usia 19 tahun (bagi laki-laki) dan 

16 tahun (bagi perempuan) sebagai persyaratan (batas minimal usia) untuk 

melangsungkan perkawinan tidak lepas dari dorongan-dorongan yang muncul 

baik di lingkungan pemerintah sendiri, lembaga legislatif, dan juga 

masyarakat. 

 Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, pembatasan usia 

perkawinan juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 15 

disebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai 

yang telah berumaur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi calon mempelai 

perempuan. Aturan ini sama sekali tidak ada bedanya dengan UU Perkawinan 

yang sama-sama mensyaratkan usia 19 dan 16 tahun bagi kedua calon 

mempelai. 

 Tepat pada 19 September 2002 Departemen Agama mendirikan 

sebuah lembaga yang disebut Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum 

Islam (BPPHI). Kemudian di dalamnya terdapat Tim Kelompok 

Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG), yang diketuai oleh Siti Musdah 

Mulia. Kelompok ini menganggap bahwa masalah usia minimum perkawinan 

dianggap tidak relevan lagi dalam konteks perkembangan masyarakat 

Indonesia. Sehingga mereka menuntut adanya pembaruan hukum keluarga 

Islam dengan mengusulkan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam 
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(CLD-KHI) pada tahun 2004.
6
 Namun dalam berjalannya waktu muncul pro 

kontra terhadap CLD KHI pimpinan Musdah Mulia ini yang pada akhirnya 

CLD KHI gagal untuk disahkan. 

 Pada tahun 2010 Kementerian Agama memimpin langsung proyek 

Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang 

Perkawinan (RUU HMPA Bidang Perkawinan) yang dimasukkan ke dalam 

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014 sebagai salah satu 

respons terhadap peraturan perkawinan di Indonesia di wilayah legislatif.
7
 

Namun, RUU HMPA menuai polemik yang secara tidak langsung 

menyebabkan redupnya RUU HMPA dalam legislasi di Parlemen. Salah satu 

bukti polemiknya disebabkan oleh inkonsistensi aturan mengenai masalah 

usia perkawinan, disebutkan dalam pokok materi RUU HMPA
8
 bahwa batas 

minimum usia perkawinan perlu ditingkatkan menjadi 21 tahun laki-laki dan 

18 tahun perempuan dengan alasan tingkat kemampuan dalam pemenuhan 

nafkah keluarga berbanding lurus dengan tingkat kedewasaan yang umumnya 

                                                           
6
 Marzuki Wahid, “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) from the 

Perspective of Politics of Law in Indonesia” paper disampaikan dalam The 4th Annual Islamic Studies 

Postgraduate Conference, The University of Melbourne, 17-18 November 2008, 49. 
7
 Yulianti Muthmainnah, “Perempuan dalam Budaya Pernikahan di Indonesia: Membaca 

Ulang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan” Majalah Swara Rahima, Ed.36, 

(Juni 2010). 
8
 Materi RUU HMPA huruf (c) yang berbunyi “perkawinan mensyaratkan mempelai pria 

mencapai umur 21 tahun dan mempelai wanita 18 tahun. Peningkatan batas minimum usia perkawinan 

ini dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan keluarga (rumah tangga) sakinah menuntut 

kesiapan suami dan isteri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang makin berat antara lain 

dalam mengusahakan nafkah dan penyediaan tempat kediaman sehingga diperlukan tingkat 

kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (maturity) Dengan demikian 

perkawinan di bawah umur yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan ini harus dengan 

dispensasi Pengadilan” 
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ditandai dengan kematangan usia (maturity). Sedangkan dalam Pasal 14 ayat 

(1) RUU HMPA usia perkawinan masih tetap sama seperti yang ditentukan 

oleh UUP dan KHI.
9
 Hingga saat ini, RUU HMPA belum ada kejelasan 

kedepannya. 

 Hampir selama 4 dekade, ketentuan batas usia perkawinan di 

Indonesia bisa dibilang tanpa ada sebuah perubahan. Hal ini juga diperparah 

dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak petitum para 

pemohon dalam perkara pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK 

tanggal 18 Juni 2015 tersebut menegaskan bahwa ketentuan tentang 

pembatasan usia perkawinan masih jalan di tempat. Ketentuan yang telah 

ditetapkan selama 40 tahun terakhir masih berjalan tanpa adanya sebuah 

perubahan. Padahal semestinya keadaan sosial budaya masyarakat saat ini 

berbeda dengan konteks tahun dimana ketentuan usia perkawinan ini pertama 

kali di undangkan, yaitu tahun 1974. 

Dari sinilah muncul pertanyaan penulis, mengapa sebuah ketentuan 

yang pada dasarnya tidak ada ketentuan pasti dalam hal batasan usia dalam 

perkawinan tiba-tiba muncul dan menjadi sebuah standar dalam menentukan 

syarat dalam melangsukan perkawinan. Dimana dahulu tidak ada ketentuan 

                                                           
9
 Pasal 14 ayat (1) RUU HMPA menyebutkan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan 

rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon mempelai laki-laki telah mencapai 

umru 19 tahun dan calon mempelai perempuan mencapai umur 16 tahun.” Ini menandakan bahwa 

terdapat inkoherensi antara pasal 14 ayat (1) dengan penjelasan umum RUU HMPA huruf (c). 
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yang pasti tentang batasan umur perkawinan, yang hanya sebatas syarat sudah 

baligh. Namun dalam perkembangan zaman dan masyarakat muncullah 

wacana pembatasan minimal usia perkawinan yang dijadikan sebagai salah 

satu syarat dalam melangsungkan sebuah perkawinan, serta dituangkan dalam 

sebuah regulasi yang resmi, yang konstitusional dalam sebuah perundang-

undangan. 

Selain itu, persoalan ketentuan batas usia minimal perkawinan di 

Indonesia yang masih jalan di tempat atau dengan kata lain belum ada 

perubahan dan kemajuan dari standar usia perkawinan yang ditetapkan 

pertama kali hingga sekarang, menjadi permasalahan yang ingin penulis 

angkat dalam tesis ini. 

Dari permasalahan ini, penulis berkeinginan mencari titik temu dari 

sebuah ketentuan yang sebelumnya tidak dimuat dalam regulasi yang resmi 

hingga muncul sebuah aturan yang membatasi usia perkawinan seseorang 

dalam melangsukan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU No. 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat 

pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.
10

 Sebuah penelitian 

selayaknya terfokus pada persoalan yang inti yang hendak dikaji agar tidak 

                                                           
10

 Jujun, Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 1993), 312. 
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terjadi pengulangan dari penelitian penelitian yang pernah ada serta tidak 

terlalu melebar.  

1. Bagaimana perkembangan pembatasan usia perkawinan dari Undang-

Undang Perkawinan hingga sekarang? 

2. Apa faktor dan alasan yang menyebabkan adanya pembatasan dalam usia 

perkawinan serta prospek kedepannya? 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui perkembangan pembatasan usia perkawinan dari 

ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan hingga sekarang. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja dan alasan yang memunculkan adanya 

pembatasan terhadap usia perkawinan, serta bagaimana prospek 

kedepannya. 

Adapun kegunaan penelitian ini diantara lain: 

1. Menambah dan Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan khususnya terhadap hukum keluarga Islam . 

2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi siapapun yang 

mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan, terkait 

dengan pembatasan usia perkawinan.   

D. KERANGKA TEORITIK 

Perkawinan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  manusia  yang  

meliputi kebutuhan  lahiriah  maupun  batiniah.  Kebutuhan  lahiriah  tersebut  
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terdorong oleh  naluri  manusia  untuk  mengembangkan  keturunan  yang  

sah,  ini  bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan 

penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa 

kasih sayang.
11

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 

ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 

umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita 

diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan 

dengan segala permasalahannya.   

Penetapan  tentang  batas  umur  minimal  perkawinan  selain  diatur  

dalam UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juga  terdapat  dalam  

Pasal  15 Kompilasi Hukum Islam. Selengkapnya pasal 15 KHI tersebut 

berbunyi: 

(1)  Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga 

perkawinan  hanya boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang  

telah  mencapai  umur   yang ditetapkan  dalam  pasal  7  

Undang-undang  No.  1  Tahun  1974,  yakni calon  suami  

sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  isteri 

sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 

(2)  Bagi  calon  mempelai  yang  belum  mencapai  umur  21  

tahun  harus mendapat izin sebagaimana  yang diatur dalam 

pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun1974. 

 

                                                           
11

 Elis Adyana, Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya. (Semarang: 

UNDIP, 2006), 12. 
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Sejarah sosial adalah penulisan yang menempatkan masyarakat 

sebagai penulisan sejarah sosial, seperti ini memerlukan usaha yang membuat 

kerangka utuh mengenai masyarakat secara keseluruhan.
12

 

Pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukum Islam ialah 

pendekatan bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya 

merupakan hasil interaksi antara ahli hukum dengan lingkungan sosio-kultural 

atau sosio-politiknya. Oleh karena itu, produk pemikiran itu sebenarnya telah 

dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya. Menurut Atho Mudzhar, 

pendekatan ini penting sedikitnya karena dua hal; pertama, untuk meletakkan 

produk pemikiran hukum Islam itu pada tempat seharusnya. Kedua, untuk 

memberikan tambahan keberanian kepada pemikir hukum Islam sekarang 

agar tidak ragu-ragu bila merasa perlu melakukan perubahan terhadap suatu 

produk pemikiran hukum.
13

 

Melalui pendekatan sejarah sosial dapat dilihat bahwa sebuah produk 

pemikiran hukum Islam pada dasarnya merupakan hasil interaksi pemikir itu 

sendiri dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politiknya. Kondisi 

semacam ini menyadarkan para ahli hukum Islam untuk lebih memberikan 

                                                           
12

 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 23. 
13

 Atho Mudzhar, “Pendekatan Sejarah Sosial dalam Pemikiran Hukum Islam”, dalam 

Mimbar Hukum, Jakarta: Departemen Agama, 1992, 20 
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perhatian serius terhadap penelitian sejarah, sehingga melahirkan pandangan 

yang proporsional terhadap hukum Islam terutama fikih Islam.
14

 

Sejarah sosial merupakan cabang yang berkembang paling akhir 

dalam perkembangan kajian sejarah.
15

 Dalam penelitian sejarah sosial ada 

tiga hal pokok yang harus diungkap, yaitu continuity and change, causal 

explanation, dan implication. Continuity and Change akan menjabarkan 

tentang perkembangan dan perubahan suatu fenomena yang terjadi semisal 

kemiskinan, kebodohan, atau kejadian dalam masyarakat. Causal 

Explanation akan mengungkapkan dengan terbuka penyebab dan faktor-

faktor terjadinya perubahan fenomena dalam masyarakat. Sedangkan 

implication akan membahas tentang implikasi yang terjadi dari perubahan 

sebelumnya. 

Continuity and Change adalah teori yang mencoba melihat fenomena 

sebagai sebuah kesinambungan dan perubahan dalam sejarah.
16

 Neil J. 

Smelser menggambarkan secara singkat Continuity and Change dalam 

beberapa tahapan, yaitu (1) normal science, (2) anomaly , (3) crisis, (4) 

                                                           
14

 Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 

11. 
15

 Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), 

48. 
16

 Mujiburrahman, Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam, Jurnal Tashwirul Afkar,  No. 

13, Tahun 2002, hlm. 77. Lihat Harry J. Benda,The Crescent and the Rising 

Sun: Indonesiam Islam Under the Jepanese Occupation 1942-1945, (The Hague/Bandung: W.van 

Hoeve, 1958), 89. 
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revolution, (5) new paradigm.
17

 Tahapan tersebut selanjutnya bisa 

menempati normal science. 

Dalam karyanya Thomas S. Khun sebagaimana disadur dalam 

bukunya Prof Akh. Minhaji menjelaskan tahapan-tahapan yang terjadi dalam 

sebuah proses terjadinya perubahan paradigma. Tahap pertama adalah 

adanya paradigma ilmu yang pada umumnya menjadi sanadaran masyarakat 

akademik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang keilmuan 

tertentu, dan paradigm ilmu tersebut ia istilahkan dengan normal science. 

Tahap berikutnya adalah munculnya pikiran-pikiran yang mulai 

mempertanyakan bahkan menggugat keabsahan paradigma ilmu tersebut 

yang pada tahap ini disebut anomaly. Ketika anomali-anomali ini 

berkembang semakin menguat maka akan mendorong timbulnya sebuah 

krisis di kalangan masyarakat, dan tahap ini disebut dengan munculnya 

crisis. Dari krisis-krisis yang terjadi mendorong lahirnya sebuah revolution, 

dan revolution ini bisa mendorong lahirnya sebuah new paradigm atau 

sebuah paradigma baru. Jika hal ini berjalan terus menerus dan paradigma 

baru tersebut telah menjadi sesuatu yang mapan maka selanjutnya paradigma 

baru tersebut menempati posisi yang bersifat normal science, yaitu kembali 

kepada tahap awal.
18

 

 

                                                           
17

 Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), 

54. 
18

 Ibid, hlm. 59.  
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

Pertama Skripsi karangan Asyharul Mu’ala, mahasiswa fakultas 

Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut mengkaji tentang 

batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 

terhadap respon dua ormas Islam besar Indonesia, dengan menggunakan 

pendekatan usuliyah terhadap dokumen Munas Majlis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah di Malang pada tahun 2010 M/1431 H dan juga dokumen 

hasil Muktamar NU di Makassar pada tahun 2010 M /1431 H.
19

 

Kedua skripsi karya dari Moh. Alex Fauzi, mahasiswa Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam 

tulisannya penulis mengkaji Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dengan 

menggunakan pendekatan Ushul Fiqh dan dengan kacamata reproduksi.
20

 

Ketiga tesis yang berjudul Urgensitas Kedewasaan dalam Perkawinan 

(Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah dalam UUP No 1/1974), karya Siti 

Badiroh Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

mengkaji tentang urgensi kedewasaan yang ditinjau dari sudut pandang 

                                                           
19

 AsyharulMu’ala, Batas Minimal Usia Nikah Persepektif Muhammadiyah dan Nahdhlatul 

Ulama, Skripsi fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
20

 Moh. Alex Fawzi, Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi, Skripsi Fakultas 

Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta, 2014. 
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sosiologis, mental dan psikologis.
21

 Lebih menekankan pada pentingnya 

kedewasaan dalam membina sebuah rumah tangga pada calon suami dan 

isteri. 

Terakhir, tesis dari Khaidarullah yang berjudul Modernisasi Hukum 

Keluarga Islam: Studi terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia 

Perkawinan di Indonesia. Dalam tesis ini penulis mengkaji diskursus dan 

sejarah legislasi usia kawin dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam 

di Indonesia beserta dengan perdebatan dan polemik yang melingkupinya 

dengan pendekatan normatif-sosiologis-empiris.
22

 

Dari beberapa kajian pustaka yang penyususn kaji, kiranya masih ada 

peluang untuk membahas tesis dengan tema batas usia perkawinan dengan 

menggunakan pendekatan sejarah sosial dan mengakaji bagaimana dinamika 

dan perkembangan ketentuan usia perkawinan di Indonesia serta bagaimana 

prospek kedepannya. Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

F. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian tesis ini, agar mendapatkan kajian yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan 

                                                           
21

 Siti Badiroh, Urgensitas Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal 

Usia Nikah dalam UUP No 1/1974), Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2005. 
22

 Khaidarullah, Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi terhadap Perkembangan 

Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014 
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menampilkan serta menjelaskan objek pembahasan, penyusun menggunakan 

sebuah metode penulisan. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian library research (kajian kepustakaan), 

yakni penelitian yang sumber datanya berasal dari literatur kepustakaan. 

Dalam artian, penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan 

untuk mendapatkan keterangan serta menggambarkan mengenai sebab 

sebab terjadinya sesuatu atau beberapa gejala atau fenomena yang 

diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber pustaka.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

realitas pada objek yang diteliti secara objektif. Dalam hal ini penulis 

mencoba memberikan gambaran mengenai ketentuan batas usia 

perkawinan ditinjau dari sisi sejarah sosial.  

3. Sumber Data 

Sumber data yang penyusun kumpulkan terdiri dari dua bagian, yaitu: 

a. Sumber primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber asli.
23

 

Ketentuan dalam hal batas usia perkawinan termaktub dalam Pasal 7 

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang menjadi sumber 

                                                           
23

 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada), 103. 
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utama dalam penelitian ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

b. Sumber sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber yang 

sudah jadi, seperti buku, jurnal, dokumen penting yang terkait dengan 

sejarah sosial serta pembahasan yang menyangkut masalah batas 

minimal usia perkawinan. 

4. Pendekatan 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini adalah 

pendekatan sejarah sosial. Pendekatan sejarah sosial adalah cabang yang 

berkembang paling akhir dalam perkembangan kajian sejarah.
24

 Dalam 

penelitian sejarah sosial ada tiga hal pokok yang harus diungkap, yaitu 

continuity and change, causal explanation, dan prospect atau implikasi. 

Continuity and Change akan menjabarkan tentang perkembangan dan 

perubahan. 

5. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi dan dokumen pustaka, 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa dengan 

memahami peraturan perundang undangan dengan perspektif hukum 

islam.  

 

                                                           
24

 Akh. Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 

2013), 48. 
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G. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membagi ke dalam lima 

bab, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut: 

Bab pertama menampilkan gambaran umum tentang penelitian umum, 

mulai dari latar belakang untuk mengetahui garis besar tentang permasalahan 

yang penulis akan angkat dalam penelitian ini. Diikuti rumusan masalah 

sebagai acuan penelitian agar tetap fokus pada titik permaslahan penelitian. 

Tujuan masalah dimaksudkan agar penelitian ini benar-benar mermanfaat 

untuk akademisi serta untuk kehidupan masyarakat secara luas. Bab tinjauan 

pustaka sebagai indikator pembanding tentang seberapa jauh tentang 

penelitian ini dan mencari sisi-sisi permasalahan yang belum pernah dikaji 

oleh penelitian sebelumnya. Kerangka teoritik yang digunakan sebagai 

pedoman penelitian dalam menghadirkan teori sebagai alat menganalisa 

penelitian yang dilakukan. Berikutnya adalah metode penelitian sebagai 

langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisa permasalahan, serta 

diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua menampilkan kajian tentang usia perkawinan dilihat dari 

sisi fikih dan bagaimana perbandingan batas usia kawin di negara-negara 

muslim. 

Bab ketiga berisi kajian tentang batas usai perkawinan dalam 

perkembangan serta wacana di Indonesia 
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Bab keempat adalah analisis kajian sosial, dinamika perkembangan 

dan prospek terhadap batas minimal usia perkawinan dilihat dengan sejarah 

sosial. 

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulansebagai 

jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah , serta ditambahi 

dengan saran sebagai bahan pertimbangan masukan kedepannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Akhirnya tesis ini harus disudahi dan ditutup dengan kesimpulan. Dari 

beberapa bab pembahasan mengenai dinamika perkembangan batas usia 

perkawinan ada beberapa kesimpulan yang semestinya dipahami, terutama 

dengan menggunakan kacamata sejarah sosial. 

1. Perkembangan tentang aturan dalam pembatasan usia perkawinan dari 

UUP hingga sekarang telah mengalami beberapa fase. Fase dahulu dimana 

usia perkawinan tidak menjadi sebuah keharusan atau menjadi sebuah 

syarat mutlak, namun semakin berkembangnya zaman, perubahan sosial 

kemasyarakatan, budaya dan teknologi, tentunya perlu sebuah terobosan 

pembaharuan hukum pada batas usia perkawinan di Indonesia. 

2. Sejarah sejatinya mengalami perubahan, karena perubahan keadaan sosial 

dan masyarakat serta kondisi suatu tempat. Perubahan aturan tentang batas 

usia perkawinan pun terjadi dari aturan satu ke aturan berikutnya. 

Meskipun tidak dirubah secara total, namun tiap aturan mempunyai 

perkembangan sendiri dengan melihat sisi sosial masyarakat saat 

peraturan dibuat. 

3. Melihat perkembangan zaman, tentunya ada prospek kedepan untuk 

memperbaiki aturan yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Tidak 
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hanya dilihat dari sisi fisik semata, namun juga harus memerhatikan dari 

sisi psikis, medis, budaya dan pendidikan. Karena UUP telah berlaku lebih 

dari 40 tahun lamanya, yang melewati fase demi fase perubahan dalam 

sebuah masyarakat, tentunya perlu dilakukan sebuah pembaharuan produk 

hukum yang mengatur tentang batas usia perkawinan di masa mendatang. 

B. SARAN 

1. Tesis ini adalah salah satu dari sekian banyak karya tulis yang dibuat 

dengan menggabungkan antara teori dengan praktik yang terjadi di 

masyarakat terkait dengan batas usia minimum perkawinan. Teori-teori 

hukum yang ada baik Hukum Islam, maupun Hukum Positif dibuktikan 

dalam kehidupan sehari-hari. Harapan peneliti agar ada keberlanjutan 

kajian penelitian ilmiah untuk memperkaya keilmuan, terutama pada 

prospek kedepan dan harapan kedepan tentang batas usia perkawinan di 

Indonesia yang masih menjadi perbincangan panjang yang tak kunjung 

usai.   
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